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SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT 
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 .ayat (1) huruf i Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan untuk mendukung pengadaan barang/jasa di 
lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta, perlu menetapkan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah 
tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 
pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan 
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601); 

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN 
PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA UNIT 
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA 
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020. 

KESATU 	: Menunjuk Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Unit 
Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini. 

KEDUA 	: Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

KETIGA 	: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah 
melalui masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan 
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara 
berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020. 

Tembusan: 

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta 



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Nomor 5 TAI1UN 2020 
Tanggal 29 Januari 2020 

NAMA-NAMA PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKEFZJAAN PADA UNIT 
KERJA PADA PERANGKAT DAERAH/BIRO BIRO DILINGKUNGAN SEKRETARIAT 

DAEFZAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKAR'FA TAHUN ANGGARAN 2020 

No. Nama NIP/NRK Pangkat/Gol Unit Kerja 

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekelaan 

1.  Lilis Lestari 197910192008012014/ Penata Muda Biro Organisasi dan 
169991 (III/a) Reformasi Birokrasi 

Setda Provinsi DKI 
Jakarta 

2.  Muhamad Yunus 196904192014121003/ Pengatur Biro Umum dan 
187705 Muda Tk. I Administrasi 

(II/b) Sekretariat Daerah 

3.  Bagus Satrio Mukti 199012152019031015/ Pengatur Biro Pemerintahan 
189163 (II/c) Setda Provinsi DKI 

Jakarta 

4.  Widi Munandar 198010242009121001/ Penata Muda Biro Kesejahteraan 
194673 Tk. I (III/b) Sosial Setda 

Provinsi DKI 
Jakarta 

5.  Rimba Rao Akbar, SH, 198804162014031001/ Penata Muda Biro Perekonomian 
M.H. 184151 	. Tk. I (III/b) Dan Keuangan 

Setda Provinsi DKI 
Jakarta 

6.  Andre Mantha Dabuke 19871210201001 1014 Penata (III/c) Biro Kerja Sama 
/ 178320 Daerah Setda 

Provinsi DKI 
Jakarta 

7.  Muhammad Nugraha 198412042010011025/ Penata Muda Biro Hukum Setda 
Adhikaputra, SH 182740 (III/a) Provinsi DKI 

Jakarta 

8.  Abung Hary Prayogo, 198510022010011016/ Penata (III/c) Biro Pembangunan 
ST 177318 dan Lingkungan 

Hidup Setda 
Provinsi DKI 
Jakarta 
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No. Nama NIP/NRK Pangkat/Gol Unit Kerja 

9. a. Moh. Taufik 198001262014121001/ Penata Muda Biro Pendidikan 
Hidayat, S.E. 189545 'Tk. I (III/b) dan Mental 

Spiritual 
b. Dahlan 197009251996031002/ Penata Muda 

120041 Tk. I (III/b) 

c. E.Y.Juniarty, S.Ag 197806192014082001/ Penata Muda 
184558 Tk. I (III/b) 

10. a. Irpan. Maulana 198406012010011034/ Penata (III/c) Biro Kepala Daerah 
178086 Setda Provinsi DKI 

Jakarta 

b.Joni Fentriana 197306261993031004/ Penata Muda 
125096 Tk. I (III/b) 

Panitia Pemeriksa Hasil Pekeriaan 

1. a. Dian Sumarni 198508272009042005/ Penata Muda Biro Kepala Daerah 
191819 (III/a) Setda Provinsi DKI 

Jakarta 

b. Imsatria Izani 199104252015041001/ Penata Muda 
185360 (III/a) 

c. Rasta 197503012007011019/ Penata Muda 
165842 (III/a) 
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